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GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

MASTERPLAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI TERINTEGRASI

Menimbang

Mengingat

DI PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan
infrastruktur darat, laut, udara dan perkeretaapian secara
terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk
mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan
mutu pelayanan publik di Bali sesuai dengan Visi
Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”
melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju
Bali Era Baru;

. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah,
landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi
dalam pembangunan Sistem Transportasi darat, laut,
udara dan perkeretaapian yang terintegrasi serta
terkoneksi antar wilayah, maka perlu menyusun Dokumen
Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi di
Provinsi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Masterplan Infrastruktur Transportasi
Terintegrasi di Provinsi;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421);
. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4722) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



11.

12.

13.
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15.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa  kali, terakhir = dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6871);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASTERPLAN INFRASTRUKTUR
TRANSPORTASI TERINTEGRASI DI PROVINSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
Provinsi adalah Provinsi Bali.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

1.



Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi.

Infrastruktur adalah semua ragam fasilitas yang dibutuhkan
khalayak umum guna mendukung kegiatan dan kehidupan
kesehariannya.

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari
satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah
kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
Terintegrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang
utuh atau bulat.

Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi adalah
dokumen yang menjadi acuan dalam mengkaji integrasi
infrastruktur  Transportasi darat, laut, udara dan
perkeretaapian di Provinsi.

Pasal 2

Kebijakan pembangunan Infrastruktur Transportasi

Terintegrasi di Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) pilar yaitu:

a. pengembangan keterpaduan tata guna lahan dan sistem
Transportasi publik;

b. pengembangan jaringan sarana Transportasi publik yang
ramah lingkungan;

c. pengembangan jaringan prasarana jalan untuk
meningkatkan konektivitas antar wiayah:;

d. pengembangan sistem pengelolaan Transportasi yang
berkeselamatan dan berbasis teknologi informasi;

e. pengembangan angkutan penyeberangan dan danau,;

f. pengembangan sistem Transportasi laut yang
terintegrasi;

g. pengembangan sistem Transportasi udara yang Terintegrasi;
dan

h. pengembangan sistem Transportasi perkeretaapian yang
Terintegrasi dengan sistem Transportasi lainnya.

Pasal 3

Kebijakan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, tertuang dalam Masterplan Infrastruktur Transportasi
Terintegrasi di Provinsi, yang menjadi pedoman bagi pihak
terkait dalam  perencanaan kebijakan teknis untuk
mewujudkan terselenggaranya sistem Transportasi yang
Terintegrasi darat, laut, udara dan perkeretaapian di Provinsi
Tahun 2021-2040.

Pasal 4

Ruang Lingkup Masterplan Infrastruktur Transportasi

Terintegrasi di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

meliputi :

a. pendahuluan;

b. gambaran umum wilayah;

c. visi, misi, sasaran dan kebijakan penyelenggaraan
Transportasi;



d. program penyelenggaraan Transportasi;
e. skema pendanaan; dan
f. penutup.

Pasal 5

Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi di Provinsi,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang perhubungan mengkoordinasikan
pelaksanaan Masterplan Infrastruktur Transportasi Terintegrasi
di Provinsi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd
WAYAN KOSTER
Diundangkan di Bali
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,
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